BUPATI SUKAM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKAMARA,

.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional, maka diperlukan Standar Biaya di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukamara;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

.Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 49);

Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 25);
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Menetapkan :

16. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sukamara.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengaanggaran
yang berisis rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

6. Standar Biaya adalah satuan biaya yang di tetapkan oleh Bupati
sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam
penyusunan RKA-SKPD.

7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
disingkat SPTJM adalah pernyataan pertangungjawaban
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas pengguna
jenis satuan biaya di luar standar biaya yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya.
(2) Standar Biaya meliputi :

a. Satuan biaya honorarium;

b. Upah atau Jasa, Satuan biaya Makanan;

c. Biaya Hidup Bantuan Beasiswa; dan

d. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri.

(3) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Untuk menunjang percepatan penanganan Corona Virus
Disease (COVID-19) dan hanya berlaku pada saat pandemi
Corona Virus Disease (COVID-19) digunakan standar biaya
dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Standar Satuan biaya perjalanan dinas tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Standar Biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



(2) Dalam perencanaan anggaran, standar biaya berfungsi sebagai:

a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam penyusunan RKA-SKPD;

b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan
dan belanja daerah.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Biaya berfungsi sebagai
acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang merupakan batas tertinggi atau estimasi dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan
dibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat di
lakukan perubahan standar biaya.

Pasal 5

Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 mulai digunakan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/28/2020 tentang
Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukamara; dan

2. Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/241/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukamara Nomor
188.45/28/2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukamara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI SUKAMARA,

WI SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 1> Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
UKAM

KABUP

TRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 7
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR T TAHUN 2021

TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

STANDAR BIAYA

No. URAIAN SATUAN | BESARAN
1 2 3 4
1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1.1.1 Pejabat Pengguna Anggaran
a. Nilai Pagu s/d Rp 1 miliar OB 2.160.000
b. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar OB 2.470.000
c. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp S miliar OB 2.780.000
d. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar OB 3.090.000
e. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar OB 3.510.000
f. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar OB 3.920.000
g. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar OB 4.340.000
h. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar OB 4.750.000

1.1.2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta OB 1.040.000
b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta OB 1.250.000
c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp500 juta OB 1.450.000
d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar OB 1.660.000
e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar OB 1.970.000
f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar OB 2.280.000
g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar OB 2.590.000
h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar OB 3.010.000
i.  Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar OB 3.420.000
j- Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar OB 3.840.000
k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar OB 4.250.000

1.1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta OB 800.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta OB 930.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta OB 1.130.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar OB 1.260.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar OB 1.490.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar OB 1.720.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar OB 2.030.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar OB 2.290.000
i.  Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar OB 2.620.000
j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar OB 2.880.000
k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar OB 3.290.000

1.1.4. Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta OB 225.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta OB 375.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta OB 525.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar OB 675.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar OB 825.000
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1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar

5@

[
.

Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar
j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar
k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar

Pejabat Penatausahaan Keuangan bagi SKPD/SKPKD
Pengelola Penerimaan dan Pengeluaran

a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta

Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar

Fmeo a0

Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar

.

Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar
j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar
k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar

Pejabat Penatausahaan Keuangan bagi SKPD/Pengelola
Pengeluaran

a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta

Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar
k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar

S® ™0 a0 o

-

.

Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta

Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar

PR a0 oo

Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar

-

Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar

i

Staf Pejabat Pengelola Keuangan bagi SKPD/SKPKD
Pengelola Penerimaan dan Pengeluaran

a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta

b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta
c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta
d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar

OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB

975.000
1.125.000
1.275.000
1.425.000
1.575.000
1.725.000

400.000
480.000
570.000
660.000
770.000
880.000
990.000
1.250.000
1.520.000
1.780.000
2.000.000

340.000
420.000
500.000
570.000
670.000
770.000
860.000
1.090.000
1.320.000
1.550.000
1.780.000

340.000
420.000
500.000
570.000
670.000
770.000
860.000
1.090.000
1.320.000
1.550.000
1.780.000

225.000
300.000
375.000
400.000
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1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar

5 Rt o

Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar

.

Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar
j.- Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar
k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola
Keuangan

a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta

Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta
Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar

@ omoe a0 o

Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar

— e

Bendahara Penerimaan SKPKD
a. Bendahara Penerimaan SKPKD
b. Staff Bendahara Penerimaan SKPKD

Bendahara Penerimaan SKPD

Nilai target sampai dengan Rp. 25 juta

Nilai target diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta
Nilai target diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta
Nilai target diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta
Nilai target diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta
Nilai target diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar
Nilai target diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar
Nilai target diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar
Nilai target diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar
j. Nilai target diatas Rp. 10 miliar

PR a0 o

e

Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

Nilai target sampai dengan Rp. 25 juta

Nilai target diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta
Nilai target diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta
Nilai target diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta
Nilai target diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta
Nilai target diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar
Nilai target diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar
Nilai target diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar
Nilai target diatas Rp. S miliar s/d Rp. 10 miliar
j. Nilai target diatas Rp. 10 miliar

FR o0 op

.

Staf Bendahara Penerimaan SKPD
a. Nilai target sampai dengan Rp. 25 juta

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB

475.000
550.000
625.000
700.000
775.000
850.000
925.000

125.000
200.000
275.000
300.000
375.000
450.000
525.000
600.000
675.000
750.000
825.000

500.000
350.000

250.000
300.000
350.000
400.000
500.000
570.000
670.000
770.000
860.000

.090.000

150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000

100.000
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1.2.

PR ™0 Q0 o

i.

]

Nilai target diatas Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta
Nilai target diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta
Nilai target diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta
Nilai target diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta
Nilai target diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar
Nilai target diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar
Nilai target diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar
Nilai target diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar
Nilai target diatas Rp. 10 miliar

HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang/Jasa

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang/Jasa (Konstruksi)

Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta
Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500
juta

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 25
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 Milyar

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)

Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta
Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500
juta

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 25
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 Milyar

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang /Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya
(Nonkonstruksi)

1.2.1.

1.2.2.

1.2.2.1.
a.
b.
d.
e.
f.
g.
h.

1.2.2.2.
a.
b.
c.
d.
e.
f5
g.

1.2.2.3.
a.
b.
&
d.
e.
f.
g.

Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta
Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s/d Rp 500
juta

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 Milyar
Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Milyar s/d Rp 2,5
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 Milyar s/d Rp 5
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 Milyar s/d Rp 10
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 Milyar s/d Rp 25
Milyar

Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 Milyar

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB

OP
OP
OP
OP

OP

OP

OP
OP

OP
OoP
OP
OP

OP

OP

OP
OoP

OP
OP
OP
OP
OP
OP

OP
OP

150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000

500.000

680.000
850.000
1.020.000
1.270.000

1.520.000
1.780.000

2.120.000
2.450.000

760.000
760.000
920.000
1.140.000

1.370.000
1.600.000

1.910.000
2.210.000

450.000
450.000
450.000
480.000
600.000
720.000

910.000
1.090.000
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1.3.

1.4.

1.2.3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
Nilai pagu dana sampai dengan Rp 100 juta

Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta
Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta
Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 miliar
j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar
k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar

@™o a0 TP

e

1.2.4. Tim Ahli Pengadaan Barang/Jasa

1.2.5. Pengawas Teknis

1.2.6. Tim Pendukung Teknis Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
a. Ketua
b. Anggota

HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN
JASA (UKPBJ)

1.3.1. Kepala
1.3.2. Sekretaris/Staff Pendukung
1.3.3 LPSE

HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA
ACARA/PANITIA

1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas

1.4.1.1. Narasumber/Pembahas (dari Pusat)
a. Menteri/Pejabat setingkat menteri/pejabat negara
lainnya
yang disetarakan
b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat
Daerah Lainnya
yang disetarakan
c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan
d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan
e. Pejabat Eselon III / ke bawah yang disetarakan
f.  Honorarium Moderator
g. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus
1.4.1.2. Narasumber/Pembahas (dari Provinsi/Luar Kabupaten)
a. Pejabat Eselon II / yang disetarakan
b. Pejabat Eselon IIl / ke bawah yang disetarakan
c. Honorarium Moderator
d. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus
1.4.1.3. Narasumber/Pembahas (dari Kabupaten)

a. Pejabat Eselon II / yang disetarakan

b. Pejabat Eselon III / ke bawah yang disetarakan
c. Honorarium Moderator

d. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB

OB

OK
OK

OB
OB
OB

0oJ

0oJ

0odJ
0J
0odJ
Ok
0oJ

0oJ
0J
Ok
0odJ

0odJ
0J
Ok
odJ

1.040.000
1.250.000
1.450.000
1.660.000
1.970.000
2.280.000
2.590.000
3.010.000
3.420.000
3.840.000
4.250.000

1.500.000

300.000

500.000
400.000

1.000.000
750.000
2.000.000

1.700.000

1.400.000

1.200.000
1.000.000
900.000
700.000
1.000.000

750.000
600.000
300.000
750.000

400.000
300.000
100.000
500.000




1.5.

1.6

1.7

1.4.2. Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Do'a, dan Dirigent
a. Pembawa Acara
b. Pembaca Do'a
c. Dirigent

1.4.3. Honorarium Panitia Kegiatan
a. Penanggung Jawab

b. Ketua/Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota
1.4.4. Instruktur Dalam Rangka Praktikum/Pelatihan/Kegiatan

Instruktur Praktikum/Pelatihan/Kegiatan Sejenis

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
1.5.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah

a. Pengarah

b. Penanggung Jawab

c. Ketua

d. Wakil Ketua

e. Sekretaris

f. Anggota

1.5.1.2 Honorarium Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

me Qo op

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
a. Ketua/Wakil Ketua

b. Anggota
1.5.3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Bersifat
Khusus
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
g. Anggota Sekretariat

HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN
BERACARA

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli
1.6.2. Honorarium Beracara

HONORARIUM ROHANIAWAN

OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

0oJ

OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB

Okd
Okd
Okd
Okd
Okd
Okd
Okd

OK
OK

OK

150.000
150.000
150.000

450.000
400.000
300.000
300.000

100.000

1.400.000
1.150.000
900.000
750.000
650.000
600.000

750.000
700.000
650.000
600.000
500.000
450.000

250.000
220.000

550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000

1.800.000
1.500.000

400.000
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1.8

1.9.

1.10.

HONORARIUM TIM PENYUSUN
JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

1.8.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah
a. Penanggung Jawab
b. Redaktur
c. Penyunting/Editor
d. Desain Grafis dan Fotografer
e. Sekretariat
f. Pembuat artikel
1.8.2. Honorarium Tim Pengelola teknologi informasi atau
Website Kabupaten
a. Penanggung Jawab
b. Redaktur
c. Editor
d. Web Admin
e. Web Developer
f. Pembuat Artikel

Honorarium Tim Pengelola Website
a. Ketua

b. Koordinator

c. Pengelola Website

d. Anggota

HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN
1.9.1. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian

a. Tingkat Pendidikan Dasar
b. Tingkat Pendidikan Menengah
1.9.2. Pengawas Ujian

a. Tingkat Pendidikan Dasar
b. Tingkat Pendidikan Menengah

1.9.3. Pemeriksaan Hasil Ujian

a. Tingkat Pendidikan Dasar

b. Tingkat Pendidikan Menengah
1.9.4. Tim Pengepakan Soal Ujian Sekolah
1.9.5. Tim Validasi Soal Ujian Sekolah

1.9.6. Tim Pengetikan Soal Ujian Sekolah

1.9.7 Biaya Pemeriksaan/Scanning/Scoring LUK UN SD/MI
e dan Paket A

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (DIKLAT)
1.10.1. Honorarium Penceramah

1.10.2. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja
Perangkat Daerah Penyelenggara

1.10.3. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan
Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

1.10.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat

Oter
Oter
Oter
Oter
Oter
/Halaman

OB
OB
OB
OB
OB
Halaman

OB
OB
OB
OB

Naskah/
Pelajaran
Naskah/
Pelajaran

OH
OH

Siswa/Mata
Ujian
Siswa/Mata

Ujian
Org/Keg
Org/Keg
Org/Keg

Lbr

OJP

OJP

OJP

Per Modul

200.000
150.000
125.000
100.000
90.000
75.000

400.000
300.000
250.000
200.000
175.000

60.000

300.000
250.000
200.000
175.000

150.000

190.000

50.000
75.000

3.000

5.000

100.000
250.000
200.000

1.000

750.000

300.000

200.000

750.000
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1.11

1.10.5.

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

a.

Lama Diklat s.d. 5 hari :
1. Penanggung Jawab
2. Ketua/Wakil Ketua
3. Sekretaris

4. Anggota

Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :
1. Penanggung Jawab

2. Ketua/Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Anggota

Lama Diklat Lebih dari 30 hari :
1. Penanggung Jawab

2. Ketua/Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Anggota

HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1.11.1.

1.11.2.

mo Qoo

Pembina
Pengarah
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah

Daerah

a. Ketua

b. Sekretaris
c. Anggota

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OK
OK
OK
OK

OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB

450.000
400.000
300.000
300.000

675.000
600.000
450.000
450.000

900.000
800.000
600.000
600.000

3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.300.000

1.000.000
900.000
600.000
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Penjelasan Lampiran I

STANDAR BIAYA

1.1

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberi honorarium berdasarkan
besaran pagu dana yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.1.1 | Pejabat Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya, besaran honorarium yang diberikan
dihitung berdasarkan Jumlah Total Belanja Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) SKPD yang dikelola

1.1.2 | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi Kuasa

untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, besaran

honorarium yang diberikan dihitung berdasarkan Jumlah Total

Belanja Unit Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang

dikelola.

Pelimpahan sebagian kewenangan oleh PA meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

dan

g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna
anggaran.

e

1.1.3 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Honor PPTK dan Staf PPTK hanya boleh diambil paling banyak 2 (dua)

kegiatan yang pagu dananya dipilih yang paling tinggi, besaran

honorarium yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pembayaran honorarium dihitung berdasarkan lamanya
substansi kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisien dan
efektif.

b. untuk Kegiatan dalam program Pelayanan Administrasi
Perkantoran tidak dapat diberikan Honor

c. untuk 1 (satu) kali Kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi,
Penyuluhan dan Diseminasi dibatasi paling banyak 2 (dua) bulan.

d. untuk Kegiatan penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah dibatasi
paling banyak 3 (tiga) bulan.

e. untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi
dibatasi paling banyak 6 (enam) bulan.

1.1.5 | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Honororium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf PPK
diberikan berdasarkan kriteria beban kerja PPK-SKPD yang
mengelola penerimaan dan pengeluaran serta PPK-SKPD yang hanya
mengelola pengeluaran, besaran honorarium dihitung berdasarkan
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Jumlah Total Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
yang dikelola, jumlah staf PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang.

1.1.7

Bendahara Pengeluaran

Honorarium Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan Jumlah
Total Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang
dikelola, jumlah Staf Bendahara Pengeluaran paling banyak 2 (dua)
orang.

Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat
kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja
Bendahara Pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi
kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran
Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

1.2

HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

1.2.1

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. besaran honorarium
yang diberikan dengan ketentuan Orang Bulan.

1.2.2

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
honorarium yang diberikan dengan ketentuan Orang Paket.

Dalam hal UKPBJ telah diperhitungkan dalam komponen tambahan
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud

1.2.3

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,
besaran honorarium yang diberikan dihitung berdasarkan Jumlah
Total Belanja Unit Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
yang dikelola.

1.2.4

Tim Ahli Pengadaan Barang dan Jasa
Cukup jelas.

1.2.6

Honorarium Pengawas Teknis

Honorarium diberikan kepada Pegawai yang diberi tugas untuk

mengawasi pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan kontrak.

Besaran honorarium dihitung berdasarkan banyaknya paket kegiatan

yang dikelola oleh SKPD dengan memperhatikan prinsip efisien dan

efektif yang diberikan secara orang per bulan, dengan ketentuan

sebagai berikut:

~ Paket pekerjaan s/d 25 paket dibatasi paling banyak 3 (tiga)
bulan per orang.

~ Paket pekerjaan diatas 25 paket s/d 50 paket dibatasi paling
banyak 6 (enam) bulan per orang.

~ Paket pekerjaan diatas 50 paket s/d 100 paket dibatasi paling
banyak 9 (sembilan) bulan per orang.

~ Paket pekerjaan diatas 100 paket diberikan selama 12 (dua belas)
bulan per orang.
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1.3

HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
(UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan
honorarium dimaksud.

1.4

HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, PEMBAWA ACARA, DLL
DALAM KEGIATAN SEMINAR, RAPAT, SOSIALISASI, DISEMINASI,
BIMBINGAN TEKNIS, FGD DAN KEGIATAN SEJENIS

1.4.1 | Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan kepada pegawai
lainnya/masyarakat.

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik
dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau
masyarakat; atau

2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
narasumber/pembahas.

d. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber
dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium
selaku narasumber.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur

sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator (tidak
termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara;

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.2 | Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Do’a dan Dirigent
Honorarium pembawa acara, Pembaca Do’a dan Dirigent yang
diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu
acara yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil
kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas
satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
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1.4.3

Honorarium Panitia Kegiatan

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang
diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas
pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari
luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang
berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif
dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium
mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah
panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat
puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling
banyak 4 (empat) orang.

1.4.4

Instruktur Dalam Rangka Praktikum/Pelatihan/Kegiatan
Cukup jelas.

1.5

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN

1.5.1 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris
daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium
adalah sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar
pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang
ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang
ditandatangani oleh sekretaris daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu
diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
1.5.2 | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk
menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris
daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
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b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi

terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk

dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja

perangkat daerah.

1.5.3

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Bersifat Khusus

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Bersifat Khusus dapat

diberikan kepada Pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan

kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati dan diberikan minimal

memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan mengikut sertakan

peserta dari lingkup SKPD lainnya;

Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;

merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan

Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien;

Membutuhkan ketelitian;

Mempunyai jam kerja melebihi perhitungan tim pada umumnya;

Memerlukan kajian/analisis;

Menghasilkan akurasi data untuk dipertanggungjawabkan;

Mempunyai resiko terhadap Pemerintah Daerah;

Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tingkat Kesulitan pokok bahasan/permasalahan membutuhkan

ketelitian dan kajian/analisis.

m. Mempunyai resiko terhadap jalannya roda pemerintahan dan
pembangunan.

n. Anggota Sekretariat dibatasi paling banyak 7.

B o

1.6 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN
BERACARA
1.6.1 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri
dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian
di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan
dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli
dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2

Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk
beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak
duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan Kkinerja atau
tunjangan tambahan.
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1.7

HONORARIUM ROHANIAWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah
jabatan.

1.8

HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah
jabatan.

1.8.1 | Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah dapat diberikan
kepada Pegawai yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan
Jurnal/Buletin/Majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

Jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel di satu bidang
ilmu tertentu.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.

1.8.2 | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak
termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau uebsite sudah
merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan
dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau
website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9

HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian
yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (DIKLAT)

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian
yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10.1 | Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang

memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience

sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan

pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
atau masyarakat;

b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi

18




sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah
penyelen ggara dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramabh.

1.10.2

Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja
Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan
pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara.

1.10.3

Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara
maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah
minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.10.4

Honorarium Penyusun Modul Diklat

Honorarium penysunan modul pendidikan dan pelatihan dapat

diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi

tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian

honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan
minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan
peraturan perulndang-undangan; dan

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul
pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul
pendidikan dan  pelatihan lama dengan  persentase
penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan
paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5

Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan
pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan
dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan
pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang
menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan
dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;

b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan;

d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang;
dan

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
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1.11 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota
tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah
anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BUPATI SUKAMARA,

WINDU SUBAGIO
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

STANDAR BIAYA
No. URAIAN SATUAN BESARAN
1 2 3 4
2.1. | HONORARIUM TIM PENILAI DAFTAR USULAN PENILAIAN
ANGKA KREDIT (DUPAK)
a. Ketua Org/PAK 125.000
b. Wakil Ketua Org/PAK 100.000
c. Sekretaris Org/PAK 75.000
d. Tim Penilai Dupak 300.000
e. Anggota Sekretariat Tim Penilai DUPAK Org/PAK 50.000
2.2. | HONORARIUM PENGELOLA TEPRA SKPD
a. Nilai Pagu dana s/d Rp. 1 miliar OB 150.000
b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar OB 200.000
c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar OB 250.000
d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar OB 300.000
e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar OB 350.000
f.  Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar OB 400.000
g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar OB 450.000
h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar OB 500.000
2.3. | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA GAJI
2.3.1. Pengelola Gaji Kabupaten
a. Koordinator Gaji Kabupaten OB 750.000
b. Pengelola Gaji Kabupaten OB 700.000
2.3.2. Pembuat Daftar Gaji SKPD
a. Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta OB 150.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta OB 200.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta OB 250.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar OB 300.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar OB 350.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar OB 400.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar OB 450.000
h. rljllillailafagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25 OB 500.000
i rl\illllallml"agu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50 OB 550.000
i. N1}a_1 Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 OB 600.000
miliar
k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar OB 650.000
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2.4.

2.3.3. Staf Pembuat Daftar Gaji SKPD

B m e poop

[

j-

k.

Nilai Pagu dana s/d Rp 100 juta

Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s/d Rp 250 juta
Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s/d Rp 500 juta
Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2,5 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp 5 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar
Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s/d Rp 25
miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp 50
miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75
miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar

HONORARIUM PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

2.4.1. Pejabat Pengelolaan Barang Tingkat Kabupaten

a.

Pengelola Barang

b. Pejabat Penatausahaan Barang
&
d. Pembantu Pengurus Barang Pengelola

Pengurus Barang Pengelola

2.4.2. Pejabat Pengelolaan Barang Tingkat Perangkat
Daerah

a.

Pengguna Barang
1. Nilai Aset Tetap s.d. Rp. 5 miliar

2. Nilai Aset Tetap Rp. S miliar s.d. Rp. 10 miliar
. Nilai Aset Tetap Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar

. Nilai Aset Tetap Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar

. Nilai Aset Tetap Rp. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar
. Nilai Aset Tetap diatas Rp. 100 miliar

O U AW

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Nilai Aset Tetap s.d. Rp. 5 miliar

Nilai Aset Tetap Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar
Nilai Aset Tetap Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar
Nilai Aset Tetap Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar
Nilai Aset Tetap Rp. 50 miliar s.d. Rp. 100 miliar
Nilai Aset Tetap diatas Rp. 100 miliar

QINCN R

Pengurus Barang Pengguna

Nilai Aset Tetap s.d. Rp. 5 miliar

Nilai Aset Tetap Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar
Nilai Aset Tetap Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar

Nilai Aset Tetap Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar

Nilai Aset Tetap Rp. 50 miliar s.d. Rp. 100
miliar
6. Nilai Aset Tetap diatas Rp. 100 miliar

IR

Pembantu Pengurus Barang Pengguna
Nilai Aset Tetap diatas Rp. 50 miliar

OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB

OB

OB

OB
OB

OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB
OB
OB

OB

100.000
125.000
150.000

175.000
200.000
225.000
250.000

275.000

300.000

325.000
350.000

4.000.000
2.000.000
1.000.000

750.000

1.000.000
1.250.000
1.500.000
1.750.000
2.000.000
2.500.000

800.000
950.000
1.100.000
1.250.000
1.400.000
1.600.000

700.000
850.000
1.000.000
1.150.000
1.300.000
1.500.000

400.000
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2.5.

2.4.3.

Pejabat Pengelolaan Barang Tingkat Unit Pengelola
Barang (UPB) SKPD

a. Kuasa Pengguna Barang

Puskesmas

Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Korwil Kecamatan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

5. Kelurahan

S b e

b. Pengurus Barang Pembantu

. Puskesmas

. Sekolah Dasar (SD)

. Instalasi Farmasi

. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

. Korwil Kecamatan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

. Kelurahan

. Khusus Benda/Surat Berharga

N O AP WN =

HONORARIUM SATUAN TUGAS SERVER, APLIKASI, SISTEM
ELEKTRONIK DAN SEJENIS

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

Gaji, SIMDA Keuangan, SIMDA Barang, SIMPADA,
PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan SIPD

a. Koordinator

b. Administrator

c. Anggota

d. Admin SIPD-SKPD

Elektronik Monitoring Dana Alokasi Khusus Tingkat
SKPD

a. Koordinator

b. Operator

Honorarium Tim Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat
Kesehatan (ASPAK)

a. Ketua

b. Anggota

Pengelola Sistem E-Logistic Kementerian
Kesehatan, Pengelola Sistem Informasi Rumah
Sakit, Operator SIKS

Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi
Monitoring Pengendalian Dana Transfer ke Daerah
dan Indikasi Kebutuhan Daerah (SIMPATIK),
Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)

a. Koordinator

b. Administrator

Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Informasi
Capaian Output dan Validitas Data Online
Monitoring SPAN (OMSPAN)

a. Koordinator

b. Administrator

c. Operator SKPD

Honorarium Pengelola Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah

a. Ketua

b. Koordinator

c. Pengelola/Administrator

d. Anggota

Honorarium Pengelola Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan (SiRUP)

a. Administrator SiRUP Kabupaten

b. Administrator SiRUP SKPD

OB
OB
OB

OB
OB

OB
OB
OB
OB

OB

OB
OB

OB
OB
OB
OB

OB
OB

OB
OB

OB

OB
OB

OB
OB
OB

OB
OB
OB
OB

OK
OK

600.000
300.000
500.000

400.000
350.000

300.000
200.000
400.000
300.000

250.000

250.000
400.000

750.000
700.000
500.000
350.000

300.000
250.000

200.000
125.000

250.000

500.000
500.000

500.000
500.000
300.000

300.000
250.000
200.000
175.000

450.000
400.000
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2.6.

2.5.9.

2.5.10.

2.5.11.

2.5.12.

2.5.13.

2.5.14.

2.5.15.

2.5.16.

2.5.17.

Honorarium Satuan Tugas Aplikasi Pelaporan DAK
Non Fisik (ALADIN)

a. Koordinator

b. Administrator

c. Anggota

Honorarium Pengelola Server Kependudukan
a. Administrator Database (ADB)
b. Pembantu Administrator Database

Insentif Pendamping OSS (Online Single
Submission)
Pendamping OSS Kecamatan

Honorarium Pengelola Server Kabupaten (Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian)

a. Koordinator

b. Administrator

c. Anggota

Honorarium Pengelola LPID (Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian)

a. Koordinator

b. Administrator

c. Anggota

Honorarium Pengelola LAPOR (Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian)

a. Koordinator

b. Administrator

c. Anggota

Honorarium Petugas Pengelola SIPTM Kabupaten
Biaya operasional admin BPP (Laporan DAK BPP)

Honorarium Koordinator Pendamping dan Operator
(DAK NON FISIK)

a. Koordinator I

b. Koordinator II

c. Operator DAK

INSENTIF PIKET/JAGA

2.6.1

2.6.2.

2.6.3.

Insentif Piket/Jaga SATPOL PP dan Petugas
Pemadam Kebakaran

Jadual Jaga Sore dan Malam

Insentif Piket/Jaga Dokter, Paramedis dan Non
Paramedis

a. Jadual Jaga Sore (Dokter Umum)

Jadual Jaga Malam (Dokter Umum)

Jadual Jaga Sore (Dokter Spesialis)

Jadual Jaga Malam (Dokter Spesialis)

Jadual Jaga Sore (Paramedis)

Jadual Jaga Malam (Paramedis)

Jadual Jaga Sore (Non Paramedis)

. Jadual Jaga Malam (Non Paramedis)
Jadual Jaga Pagi Hari Libur (Dokter)

j. Jadual Jaga Pagi Hari Libur (Paramedis)

SR ™Mo Qoo

.

Insentif Piket/Jaga Petugas Anggota Linmas Pemilu
Insentif Jaga Petugas Anggota Linmas Pemilu

OB
OB
OB

OB
OB

Orang/Izin

OB
OB
OB

OB
OB
OB

OB
OB
OB

OB

OB

OB
OB
OB

Okd

Okd
Okd
Okd
Okd
Okd
Okd
Okd
Okd
Okd
Okd

Okd

450.000
400.000
300.000

450.000
400.000

40.000

750.000
700.000
500.000

450.000
400.000
300.000

400.000
300.000
200.000

200.000

225.000

400.000
350.000
300.000

35.000

30.000
35.000
35.000
40.000
25.000
30.000

7.500
10.000
30.000
25.000

250.000
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2.7.

2.8

2.6.4. Insentif Piket/Jaga Petugas Pemantauan dan
Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Darat dan Jalan
Raya (LLAJR)

Insentif Jaga Petugas Pemantauan dan Pengendalian
LLAJR

2.6.5. Insentif Piket/Jaga Pelatihan Satpam
a. Pembina

b. Petugas Jaga dan Tim Kesehatan
2.6.6. Insentif Petugas

Insentif Inspektur/Pembina/Perwira Upacara
Insentif Pemimpin/Komandan Upacara
Petugas Upacara/Pengibar Bendera Upacara
Petugas Jaga Lapangan

Tim/Kelompok Drumband

Tim/Kelompok Paduan Suara

Insentif Petugas Kesehatan/Medis

Insentif Petugas Keamanan
Insentif Desainer Logo HUT Kabupaten

PRoO A0 T

-

2.6.7. Insentif Petugas Kebersihan dan Petugas Sound
System Pendukung Kegiatan/Acara

a. Petugas Kebersihan

b. Petugas Sound System

c. Honorarium Seksi Keamanan Pengamanan

Kegiatan Pameran dan Acara Lainnya

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
2.7.1. Uang Lembur

a. Golongan IV

b. Golongan III

c. Golongan II

d. Golongan I
2.7.2. Uang Makan Lembur
HONORARIUM/INSENTIF/UPAH LAINNYA PADA MASING-
MASING PERANGKAT DAERAH
2.8.1. Sekretariat Daerah
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
~ Koordinator
~ Operator

a.

b. Honorarium Tim Khusus Bantuan Hukum
~ Pembina
~ Pengarah
~ Penanggungjawab
~ Ketua
~ Wakil Ketua
~ Sekretaris
~ Anggota
~ Anggota Sekretariat

c. Honor Tim Teknis Pendataan Unsur Rupabumi
~ Koordinator
~ Pewawancara
~ Pengambil Gambar
~ Verifikator

d. Honorarium Tim Media Center
~ Pembina
~ Pengarah
~ Redaktur
~ Sekretaris Redaktur
~ Admin
~ Operator

Okd

Okd
Okd

OK
OK
OK
OK
OK
OK

OK/OH

OK/OH

OK

OH
OH
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Kedatangan
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0oJ

OH

OB
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Okd
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Okd
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/Desa
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OB
OB
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35.000

150.000
50.000

500.000
200.000
150.000
100.000
2.500.000
2.500.000
100.000

100.000
750.000

100.000
100.000

50.000

12.500
10.000
7.500
5.000

20.000

250.000
200.000

1.500.000
1.400.000
1.350.000
1.250.000
1.150.000
1.000.000

500.000

250.000

300.000
200.000
200.000
200.000

300.000
280.000
280.000
260.000
260.000
220.000
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Honorarium Tim PPID

~ Pembina

~ Pengarah

~ Tim Pertimbangan

~ Ketua

~ Kepala Bidang Pengelola

Honorarium Tim Penyusun Pidato Bupati/Wakil
Bupati

~ Penanggung Jawab

~ Verifikator

~ Editor

~ Konseptor

Biaya Patroli Pengawalan/Voorijder

Honorarium Tim Pelayanan Seremonial dan
Keprotokolan

~ Penanggung Jawab

~ Koordinator Lapangan

~ Anggota

Biaya Administrasi Sidang Isbat
Akta Nikah Sidang Isbat
Bingkisan Sidang Isbat

Kalam Illahi

. Insentif Petugas Upacara

- Insentif Pembaca UUD 1945 (Unsur Pimpinan
DPRD Untuk Hari Jadi Kab. Sukamara)
Kabupaten Sukamara)

- Insentif Pembaca Teks Proklamasi (Unsur
Pimpinan DPRD Untuk HUT RIJ)

- Insentif Pelatih Pasukan Pembawa Dhuaza (Untuk
Hari Jadi Kabupaten Sukamara)

- Insentif Pasukan Pembawa Dhuaza (Untuk Hari
Jadi Kab. Sukamara)

- Insentif Pembaca Sejarah/Pembaca Keppres
(Untuk Hari Lahir Pancasila)

Honorarium Tim Percepatan Pembangunan
Kabupaten Sukamara
- Ketua

- Anggota

Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
(FORKOPIMDA)

- Ketua

- Wakil Ketua

- Sekretaris

- Anggota

- Anggota Sekretariat

Biaya Peliputan Sunatan Massal

. Tenaga Medis Sunatan Massal

Biaya Peliputan Sidang Isbat Nikah

Honorarium Hakim dan Kepaniteraan Pengadilan
Agama

- Ketua PA setara Pejabat Eselon II

- Hakim PA setara Pejabat Eselon III ke bawah

- Panitera PA setara Pejabat Eselon III ke bawah

- Wakil Panitera PA setara Pejabat Eselon III ke
bawah

OB
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OB
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OH
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Kegiatan
Kegiatan

Pasang
Buku
Pasang
Okd

OK

OK
oJ
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Kali
Orang
Kali

OH
OH
OH

OH

300.000
250.000
225.000
200.000
175.000

75.000
50.000
25.000
75.000

250.000

150.000
125.000
100.000

1.500.000
100.000
1.000.000
150.000

200.000

200.000
100.000
150.000

150.000

5.000.000
2.500.000

1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000

150.000

1.500.000
300.000
1.500.000

1.200.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000
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2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

- Panitera Muda Gugatan PA setara Pejabat Eselon
III ke bawah

- Panitera Muda Pemohon PA setara Pejabat
Eselon III ke bawah

- Panitera Muda Hukum PA setara Pejabat Eselon
III ke bawah

- Panitera Pengganti PA setara Pejabat Eselon III
ke bawah

- Staf PA

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
a. Tenaga Ahli Fraksi
b. Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD

Inspektorat
Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

a. Ketua

b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER
PUNGLI)

1. a. Penanggung Jawab

b. Wakil Penanggung Jawab I dan II
2. a. Ketua Pelaksana

b. Wakil Ketua Pelaksana I dan II

3. Kelompok Ahli
a. Kepala Bappeda
b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
c. Ps. Kanit Idik III Satreskrim Polres Sukamara
d. Ps. Paur Rabkum Polres Sukamara

Sekretaris I, II, IIl dan IV

Pokja Unit Intelijen: Ketua I dan II

Pokja Unit Pencegahan: Ketua I, II, Il dan IV
Pokja Unit Penindakan: Ketua I, II, III, IV, V dan VI
Pokja Unit Yustisi: Ketua I, II, III dan IV

®» N o s

Petugas Admin Aplikasi SIPTL BPK (Admin SIPTL)
Petugas Inputer Aplikasi SIPTL BPK (Inputer SIPTL)
Petugas Admin Rencana Aksi KPK (Admin MCP)
Petugas Inputer Rencana Aksi KPK (Inputer MCP)

B

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengawalan/Pengamanan Soal dan Lembar Jawaban
Ujian Nasional

~ Penanggung Jawab

~ Koordinator

~ Koordinator Lapangan

~ Anggota

Honorarium OOSN FLSSN, Polisi Cilik dan Lainnya
a. Honor Tim Kesehatan OOSN dan FLSSN

b. Honor Pembinaan Polisi Cilik

c. Honor Pelatih Polisi Cilik

d. Honor Tim Penilai PTK Berprestasi
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1.000.000
1.000.000
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750.000

3.000.000
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300.000
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400.000

500.000
350.000
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200.000
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400.000
300.000
400.000
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400.000
350.000
250.000
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1.000.000
100.000
100.000
300.000
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e. Honor Tim Penilai OSN Guru
f. Honor Tim Penilai FIG Guru

Honorarium Tim Verifikasi Calon Peserta
UN/USBN/US

Honorarium Tim Pengisian Nilai SHUN SD/MI dan
SMP/MTs di blanko SHUN

Honorarium Koordinator Wilayah (Korwil) Dikbud
Kecamatan

Honorarium evaluasi hasil pelaporan SPJ BOSDA dan
BOS

Honorarium verifikator Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Honorarium verifikator Tambahan Penghasilan Guru
Non Sertifikasi (Tamsil)

Honorarium verifikator tunjangan khusus guru (TKG)

Honorarium Penyusun Laporan Dana BOS

a. Nilai pagu sampai dengan 25 juta rupiah
Nilai pagu dana di atas 25 juta s.d 100 juta
Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta
Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d 500 juta
Nilai pagu dana di atas 500 juta

o 80T

Honorarium Penanggungjawab Dana Bosda

a. Nilai pagu sampai dengan 25 juta

Nilai pagu dana di atas 25 juta s.d 50 juta
Nilai pagu dana di atas 50 juta s.d 100 juta
Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta
Nilai pagu dana di atas 500 juta

e a0 0

Honorarium Bendahara Dana Bosda

Nilai pagu sampai dengan 25 juta

Nilai pagu dana di atas 25 juta s.d 50 juta
Nilai pagu dana di atas 50 juta s.d 100 juta
Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d 250 juta
Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d 500 juta
Nilai pagu dana di atas 500 juta

™o a0 o

Honorarium Pegawai Sekolah Di Lingkungan Sekolah
(BOSDA)

a. Honorarium Pengelola UKS (PNS)

Honorarium Pengelola Perpustakaan (PNS)

Honorarium Penanggungjawab UKS dan
Perpustakaan

Pembina Ekstrakulikuler
Pelaksana Ekstrakulikuler
Honorarium Penanggungjawab Laboratorium

o

"o a0

Honorarium Dapodik Sekolah

a. Jumlah siswa 1 s.d 50 orang

b. Jumlah siswa 51 s.d 100 orang
c. Jumlah siswa 101 s.d 150 orang
d. Jumlah siswa 151 s.d 200 orang
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Sekolah

Lembar

OB

Per eksemplar

OKD
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OB
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OB
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OB
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OKD
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300.000
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25.000

50.000
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100.000
150.000
200.000
250.000
300.000

150.000
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225.000
250.000
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125.000
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50.000
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10.000
50.000

100.000
125.000
150.000
200.000

28




2.8.5.

2.8.6.

Jumlah siswa 201 s.d 250 orang
Jumlah siswa 251 s.d 500 orang
Jumlah siswa 501 s.d 750 orang
. Jumlah siswa 750 orang ke atas

R oo

Insentif Pelatih Paduan Suara Hari Hari Besar
Insentif Sopir Antar Jemput Regu Paduan Suara

Insentif Paduan Suara

Honorarium Tim Rekapitulasi Pendidikan dan
Kebudayaan Sukamara

Biaya Pemeriksaan/Scanning/Scoring LJK UN SD/MI
dan Paket A

LPPKS SOLO

a. Honor Tim LPPKS Solo (Asesor/narasumber -
Overview/LMS)
b. Honor Tim LPPKS Solo (Asesor - Penilaian tertulis)

c. Honor Tim LPPKS Solo (Asesor - Pesentasi/
wawancara)

d. Honor Tim LPPKS Solo (FGD Pelaksanaan Seleksi)
Honor Tim LPPKS Solo (FGD atas Rapat Kelulusan)
f. Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru (PPQG)

o

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Uang Saku Duta/Peserta Kesenian dan Budaya
a. Luar Daerah

b. Dalam Daerah

Insentif Latihan Festival Budaya Isen Mulang
a. Peserta
b. Pelatih

Insentif Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka)

a. Pelatih Paskibraka

Tim Seleksi Paskibraka

Peserta Barisan Bhinneka Tunggal Ika

Peserta Paskibraka

Pasukan Pengawal Paskibraka

Sopir Bus/Mobil antar jemput Peserta Paskibraka
Pendamping Kegiatan Paskibraka (24 jam)
Petugas Jaga Lapangan Upacara Hari 17 Agustus
Pendamping Kegiatan Paskibra (16 jam)

F® ™o a0 o

o

j. Potong Rambut Peserta Paskibra

Dinas Kesehatan

Honorarium Kader Poskesdes, Posyandu dan Lainnya
Kader Jumantik

Pemeriksaan Sampel Darah HIV AIDS

Kader Pengawas Minum Obat

Pemeriksaan Sampel Air

Petugas Fogging Focus

Petugas Fogging Massal

mo a0 o
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Org/Rumah
Sample
Org
spl/kl
Org/Siklus
OH

250.000
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70.000
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500.000
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Petugas Penyemprot Malaria
Biaya Pemeriksaan Apusan Dahak TB
Biaya Pemeriksaan Darah/Crosscheck
Biaya Pemeriksaan Darah Malaria/ MBS
Juru Imunisasi
Juru TB

. Kader Filaria
Insentif Menyuntik Imunisasi BIAS
Penjaringan PTM
Petugas Survey KADARZI
Petugas Survey PSG
Petugas TBMDR
Insentif Kader Posbindu Lansia
Insentif Kader Posyandu
Petugas Survey PHBS

Jasa Suntik Vaksin

Biaya Pemeriksaan Spesimen AFP, Campak dan
Kasus KLB

x. Kader Kesehatan Lingkungan

SECPBOBOBECRTTER

g

y. Honorarium Surveilans Aktif

z. Honorarium Wasor Imunisasi Kabupaten

ab.Honorarium Pengelola Penyakit Tidak Menular
(PTM) Puskesmas
ac. Survei Keluarga Sehat

ad.Kontribusi Pelatihan Fungsional Bidang Kesehatan
ae. Biaya Pemeriksaan Spesimen ke Labkesda Provinsi
af. Honorarium Dokter Spesialis (AMP)

ag. Honorarium Saksi Pemusnahan Persediaan Yang
Berubah Keadaan/Kadaluarsa

ah.Honorarium Verifikasi Klaim Pelayanan Kesehatan
Dasar Gratis

ai. Honorarium Petugas Sistem Kewaspadaan Dini dan
Respon

aj. Honorarium Petugas Penyelidikan Epidemiologi
ak.Honorarium Pendampingan Akreditasi Puskesmas
al. Biaya Pemeriksaan Hepatitis

am. Biaya Pemeriksaan Sifilis

Biaya Jasa Pelaksanaan Deteksi Dini FR PTM Pada

Calon Jemaah Haji (Pemeriksaan CIH)

a. Biaya Jasa Pemeriksaan Haji Tahap Pertama dan
Pasca

b. Dokter
c. Petugas Pemeriksa Kesehatan

Tahap Lanjutan (Rumah Sakit)

a. Biaya Jasa Pemeriksaan Kesehatan Haji Tahap
Lanjutan

b. Dokter Spesialis

c. Dokter Umum
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